GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 79
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 79 Tahun 2017 telah diatur mengenai
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Utara;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib
administrasi dan kepastian penataan pegawai pada
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor
79 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



e

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);
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13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
tentang Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1273);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan,;



Menetapkan
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14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 79
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional
Umum Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

MINERAL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan

Utara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2017 Nomor 79), diubah sebagai berikut:

L.

Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5A

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.

(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan @ Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 13 Degsember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRTANTO LAMBRIE



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 13 Deserver 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Deseuber 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

L -

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 373
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 13 Desenber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal

17

-

Desenber 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINS) KALIMANTAN UTARA,

——

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
79 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.

NAMA JABATAN

KEBUTUHAN PEGAWAI

JABATAN

PIMPINAN TINGGI

JABATAN JABATAN JABATAN | JABATAN | KETERANGAN

ADMINISTRATOR | PENGAWAS | PELAKSANA | FUNGSIONAL

2

3

4 5 6 7 8

—_

Kepala Dinas

1

1. Sekretaris

1

a. Kepala Sub Bagian Perencaan dan
Keuangan

1) Analis Perencanaan

2) Peng administrasi Perencanaan dan
Program

3) Bendahara

4) Pengolah Data Laporan Keuangan

5) Pengadministrasi Keuangan

6) Analis Pengelolaan Keuangan

7) Analis Data dan Informasi

st (DD =t =t | DD |

b. Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian

1). Pengadministrasi Umum

2). Analis Barang Milik Negara

3). Pengelola Kepegawaian

4). Pengemudi

S5). Petugas Keamanan

6). Pengelola Barang Milik Negara

ot |t | et | DD | = | DD




2.

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

a. Kepala Seksi Pemetaan Geologi dan Air
Tanah

1) Penelaah Bahan Kajian Bencana
Alam

2) Penyelidik Geologi

b. Kepala Seksi Konsevasi Air Tanah

1) Pengelola Kelayakan Sumber Daya
Alam

2) Pengelola Data

3) Analis Keselamatan Pertambangan
dan Energi

c. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah

1) Analis Potensi Sumber Air Tanah

2) Pengelola Data

3.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara

a. Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Izin
Mineral dan Batubara

1) Analis Wilayah Pertambangan

2) Pengelola Data

b. Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan
Batubara

1) Analis Usaha Jasa Mineral dan
Batubara

2) Pengelola Perizinan Usaha
Pertambangan

3) Analis Keselamatan Pertambangan
dan Energi

c. Kepala Seksi Konservasi dan Produksi
Mineral dan Batubara

1) Analis Rencana Produksi dan
Pemanfaatan Mineral dan Batubara

2) Analis Konservasi Pertambangan
Mineral dan Batubara

4.

Kepala Bidang Energi dan
Ketenagalistrikan

a. Kepala Seksi Pengusahaan dan
Ketenagalistrikan




1). Analis Kelaikan Teknik dan 2
Keselamatan Ketenagalistrikan

2). Pemeriksa Kelistrikan

. Kepala Seksi Pengembangan Energi 1
dan Ketenagalistrikan

1). Analis Ketenagalistrikan

2). Pengawas Kelistrikan 1

Kepala Seksi Konservasi Energi 1

1). Analis Konservasi Energi 2

2). Pengawas Konservasi Energi 1
Jumlah 1 4 11 44

Jumlah Total

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1% Desenber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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1). Analis Kelaikan Teknik dan 9
Keselamatan Ketenagalistrikan

2). Pemeriksa Kelistrikan

. Kepala Seksi Pengembangan Energi 1
dan Ketenagalistrikan

1). Analis Ketenagalistrikan 1

2). Pengawas Kelistrikan 1

Kepala Seksi Konservasi Energi 1

1). Analis Konservasi Energi 2

2). Pengawas Konservasi Energi

Jumlah 1 4 11 44

Jumlah Total

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal '3 Desegber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE




1). Analis Kelaikan Teknik dan
Keselamatan Ketenagalistrikan

2). Pemeriksa Kelistrikan

b. Kepala Seksi Pengembangan Energi
dan Ketenagalistrikan

1). Analis Ketenagalistrikan

2). Pengawas Kelistrikan

c. Kepala Seksi Konservasi Energi

1). Analis Konservasi Energi

2). Pengawas Konservasi Energi

Jumlah 1 4

11

Jumlah Total

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Deserber 2019

SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 53

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 15 egeq.. 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE
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1). Analis Kelaikan Teknik dan 9
Keselamatan Ketenagalistrikan

2). Pemeriksa Kelistrikan

b. Kepala Seksi Pengembangan Energi 1

dan Ketenagalistrikan
1). Analis Ketenagalistrikan 1

2). Pengawas Kelistrikan

c. Kepala Seksi Konservasi Energi
1). Analis Konservasi Energi 2
2). Pengawas Konservasi Energi 1
Jumlah 1 4 11 ek
Jumlah Total

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1% Desenber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRTANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 besember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINS], KALIMANTAN UTARA,

SURIANSY
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 53



LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

s s

EEr——

KEP) PE PROGRAM | KEPALA SEKSI PEMETAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH | KEPALA N MINERAL DAN PE!
Kelas § | | Kelas 9 Kelas 9 Kelas §
L [
| s Jsbatan Kis [B _E -/ Jabatan I"_“ 8 -1+ Jabatan s |8 [k |-/+ Jabstan im 8 K |-f+
ANALIS PERENCANAAN I ! PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM S o ¥ ANALIS WILAYAH PERTAMBANGAN Al 4 ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN A4 il i
KETENAGALISTRIKAN
s| ol al a2
7 | PENYELIDIK GEOLOG! HED E] PENGELOLA DATA CEEE 5I [PEMERIKSA KELISTRIKAN 6 of 2 E
NGOLAH DATA KE 6 o 1
NGADMINISTRAS! K s| 1] 3] 4 0 2 23 1 14 3
ANALIS PENGELOLAAN KEU. 7l 3] 1] o
ANALIS DATA DAN INFORMAS! 7 3 1] o KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
4 9 5 1 Kelas 9 vt}
[ KEPALA SEKSI KONSEVASI AIR TANAH [ KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA | |
== Kelas 9 Kelas 9 1 Jabatan asls [k [./+
- ——
KEPALA SUB BAGIAN UMUM ] I | ANAUIS KETENAGALISTRIKAN 7] 1] 1 0
[ Kelos 9 | Jabatan xis | _|_I -+ Jabatan Ks I: K |-f+
PENGELOLA KELAYAKAN SUMBER DAYA ALAM 6] 0 E ANALIS USAHA JASA MINERAL DAN BATUBARA 7] of1] 1 PENGAWAS KELISTRIKAN HEEE 0
Jabatan KLS |B K |-+
PENGADMINISTRAS| UMUM si 1] 2] a ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN HIE o PENGELOLA PERIZINAN USAMA PERTAMBANGAN sl 2[2] o 12 )
ANALIS BARANG MILIK NEGARA 7l 1] 1] o ENERGI
PENGELOLA KEPEGAWAIAN s 1] a2l PENGELOLA DATA 6| o 1 ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 7| 1]1] o
PENGEMUDI 3] of 1] <
PETUGAS KEAMANAN 3] of 1] 4 1 -2 34 -1 [ KEPALA SEKS| KONSERVASI ENERGI |
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 6] 1| 1 o L Kelas § |
« 8 - [ KEPALA SEKS| PENGUSAHAAN AIR TANAH 1 T
L L | lwmww [ lsbstin asfo [k [/
Jumish I 1 Kelas 9 ANALIS KONSERVAS| ENERGI 7| o] 2 2
B | Kk |+ labatan Kis |8 Iu -+ I PENGAWAS KONSERVAS| ENERGI 7| o] 3 E
Eselon i 1 1 ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH 7] 1] 1] o __ Jabatan ks (B [k [+
ANALIS RENCANA PRODUKSI DAN PEMANFAATAN
Esslon il 4 4 o MINERAL DAN BATUBARA 7 1|2 1
Eselon IV 1 1m]o PENGELOLA DATA 6 1 1] 0
ANALIS KONSERVAS| PERTAMBANGAN MINERAL DAN
JFT a 4 o BATUBARA 7 12 1
Ry 21 | a |8 2 [] 0 3 3
Kurang a1 | 64 |28 24 2
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Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 15 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

-

IRIANTO LAMBRIE



LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 5% TAHUN 2019

TENTANG

PETA JABATAN DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS

?umx.ix ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
R

|
iA,

m————

e ———

E——

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM A | E KEPALA SEKSI PEMETAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH ] KEPALA SEKSI PEMETAAN WILAYAH IZIN MINERAL DAN KEPALA SEKS! PENGUSAHAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
Kelas 9 | Kelas 9 Kelas 8 Kelas 9
I g [ I [
Jabatan KLS [+ Jabatan im il K |-/+ Jabatan Kis_|B_IK|-/+ Jabatan KLS |B (K |-/+
ANALIS PERENCANAAN PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM ANALIS WILAYAH PERTAMBANGAN ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN
71 of 1| a 7 o 1| -1 b I T R KETENAGALISTRIKAN 7l 1] 2 -1
|PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM 5| ol 2] -
|BENDAHARA. 7 3 3 %I PENYELIDIK GEOLOGI 70 1] 1 PENGELOLA DATA 6 1f1] o PEMERIKSA KELISTRIKAN & o 2 2
PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN 6 of 1] 4
PENGADMINISTRAS! KEUANGAN s| 1] 2] 4] 0 2 2 23 4 1 4 3
ANAUS PENGELOLAAN KEUANGAN 7] 3] 1] o
| ANALIS DATA DAN INFORMASI 71 1] 3 o [ KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
4 9 5 L Kelas 9 & |
KEPALA SEKSI KONSEVASI AIR TANAH | KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA | |
I Kelas 9 | Kelas 9 Jabatan Kis |8 i" -f+
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM | I T ANALIS KETENAGALISTRIKAN 7] 1] 1 0
| Kelas 8 ] Jabstan ks 18 1k I+ Jabatan Kis 18 K |-/+ |
[ PENGELOLA KELAYAKAN SUMBER DAYA ALAM 6 of 1] ANALIS USAHA JASA MINERAL DAN BATUBARA 7] o 1] 1 PENGAWAS KELISTRIKAN 7| 1] 2 0
labatan KLs [+
PENGADMINISTRAS| UMUM s| 1} af a ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN 7] 2] 3| o PENGELOLA PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN 6| 2{2] o 2 2 )
ANALIS BARANG MILIK NEGARA 7l ] 1] o ENERG!
PENGELOLA KEPEGAWAIAN 6 1] 2 PENGELOLA DATA s of 1| -1 ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 7] 1| 1] o
PENGEMUDI 3 o] 1] 4
PETUGAS KEAMANAN 3] of 1] 1 1 3 a 34 - k: KEPALA SEKSI KONSERVASI ENERGI |
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA e 1] 1| o i Kelos 9 |
4 8 -4 KEPALA SEKS| PENGUSAHAAN AIR TANAH ] |
| Kelas 9 | KEPALA SEKS! KONSERVAS! DAN PRODUKS| MINERAL DAN BATUBARA | Jabatan as(s Tk [+ |
Jumiah [ Kelas & | ANALIS KONSERVAS| ENERGI 7l of 2[ 2
[ K_| - Jabatan was |8 [k [+ | PENGAWAS KONSERVAS! ENERGI 7] of 1 -1
L_.L IS L
Eselon Il 1 1 |0 ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH 7] 1 1f o Jabatan Ks |8 |k |-/+
s |+ | o] B I I I O
Eselon IV u| 1o PENGELOLA DATA. el 1| 1] o
ANALIS KONSERVAS| PERTAMBANGAN MINERAL DAN
JFT 4 |o BATUBARA 71 1|2 4
JFU 21 4 |23 2 2 o o 3 3
Kurang a1 | 64 |23 24 2
Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 1% Desenber 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

-

IRIANTO LAMBRIE



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 5z TAHUN 2019

TENTANG -

PETA JABATAN DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN

UTARA NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

P, PROGRAM | E KEPALA SEKS! PEMETAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH 1 KEPALA YAH IZIN DAN PEl
Kelas 9 1 [ Kelas § | Kelas 9 Kelas 9
| 1 |
Isbatan asls [k [-/+ Jabatan ks |8 [k |-/+ Jabatan Lng_s B [K|-/+ labstan B [k [-/+
ANALIS PERENCANAAN PENELAAM BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM ANALIS WILAYAH PERTAMBANGAN ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN
7 of 1| 4 71 of 1| 4 7| 1|2] 2 ETENAAALIETRNEAN 7| 1] 2 a
| PENGADMINISTRAS! PERENCANAAN DANPROGRAM | 5[ ol 2] -
| BENDAHARA, L 11 1 PENYELIDIK GEOLOG! 1"' of 1 -1 PENGELOLA DATA 8] 1|1 F[ PEMERIKSA KELISTRIKAN 6 of 2 2
PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN 6 o i
PENGADMINISTRAS! KEUANGAN s| 3| 2 -1 0 2 =2 23 4 14 3
|ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ] ) I I
ANALIS DATA DAN INFORMASI 71 1| 1] o KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ENERG! DAN KETENAGALISTRIKAN
4 9 5 L Kelas 9 1
KEPALA SEKS! KONSEVASI AIR TANAH { KEPALA SEKS! PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA 1 i
I Kelas 9 E Kelas 9 1 Jabatan ksls [k |-/+
[ KEPALA SUB BAGIAN UMUM ] | | ANALIS KETENAGALISTRIKAN 7] 1] 1 0
| Kelas § | Jabatan KLS ll K |-+ Jabatan xis |8 K [-/+
] PENGELOLA KELAYAKAN SUMBER DAYA ALAM 6] of 1] 1 ANALIS USAHA JASA MINERAL DAN BATUBARA 7l o[ 1] 4 PENGAWAS KELSTRIKAN IR 0
Jabatan ass |k |-/+
PENGADMINISTRAS| UMUM 8| 1] 2] a4 ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN 7| 3| 1] o PENGELOLA PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN 8| 2[2] o 22 0
ANALIS BARANG MILIK NEGARA 7l 1l i o |ENERGL
PENGELOLA KEPE! e 1] 2] 4 PENGELOLA DATA 6| of 1 ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 7| 1)1 o
PENGEMUDI 3 o 1| 4
PETUGAS KEAMANAN 3 o 1] 4 1 3 2 34 1 [ KEPALA SEKSI KONSERVASI ENERGI ]
PENGELOLA MILIK N 6] 1] 1| o k Kelas § ]
a8 4 [ KEPALA SEXSI PENGUSAHAAN AIR TANAH ] |
E Kelas § | lmmmmmmmmmmmumm ] Jabatan as[e [k [-/+
Jumish | Kelas 9 | ANALIS KONSERVASI ENERGI 7] o 2 -2
X | +/- ‘ Jabatan Im In K_|-f+ 1 PENGAWAS KONSERVAS| ENERG! 7] of 1 -1
Eselon il [HERD ANALIS POTENS| SUMBER AR TANAH 7] 3] 1] o Jabatan xs {8 [k ]./+
i o W s L ANALIS RENCANA PRODUKSI DAN PEMANFAATAN I [
MINERAL DAN BATUBARA
Eselon IV u | 1o PENGELOLA DATA 6| 1] 1| o
ANALIS KONSERVASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN
Mg A | alo RATLRARA 7| 12| 4
I n | s | 2 2 o0 0 3 3
[Kurang a1 | &4 |2 2 4 2
) . . Ditetapkan di Tanjung Selor
Diundangkan di Tanjung Selor e ¢
pada tanggal 15 Desenber 2019

pada tanggal 13 Uegember 2019

G AN UT.
SEKRETARIS DAE UBERNUR KALIMANT. ARA,

ttd
IRIANTO LAMBRIE

SURIANSY

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 53
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LAMPIRAN 11

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR .'2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS

PETA JABATAN DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ey

e —

—

KEP, BAGIAN PE 1 1.1 KEPALA SEKS| PEMETAAN GEOLOGI DAN ARTANAH | KEPALA SEKS| PEMETAAN WILAYAH 121 ERAL DAN BATU! KEPALA SEKS| PENGUSAHAAN DAN KETENAGALISTRIKAN
Kelas 9 1 Kelas 9 | Kelas § Kelas 9
I [ 1
l Jabatan was[s [k |-+ Jabatan ks (8 [k [-/+ Jabatan E_s B |K][-/+ Jabatan xsfe [k [-/+
ANALS PERENCANAAN PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM ANALIS WILAYAH PERTAMBANGAN ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN
7l o 31| a4 7| of 1f 4 7| 12| 2 AL 7l 1] 2 1
|PENGADMINISTRAS| PERENCANAAN DAN PROGRAM s| o] 2] -2
|BENDAHARA 7 1 1] of PENYELIDIK GEOLOGI 71 0] 1f 4 PENGELOLA DATA 6] 1[1] o KELISTRIKAN 8| of 2 -2
PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN 6 o] 1] -1
PENGADMINISTRAS! KEUANGAN s| 1] 2] a 0 2 =2 23 4 14 3
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN 7] 1] 1| o
ANALIS DATA DAN INFORMASI 7 1 1| o | KEPALA SEKS| PENGEMBANGAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN ]
4 9 -5 Kelas 9 -|
B KEPALA SEKSI KONSEVASI AIR TANAH [ KEPALA SEKS| PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA ] I
| Kelas 9 1 Kelas 9 | Iabatan kisis [k [-/+
I KEPALA SUB BAGIAN UMUM ] | ANALIS KETENAGALISTRIKAN 7] 1] 1 0
1 Kelas 5 ] labatan as [8 [k [-/+ Jabatan s (B8 [k ][-/+
l PENGELOLA KELAYAKAN SUMBER DAYA ALAM 6] o 1 1 ANALIS USAHA JASA MINERAL DAN BATUBARA. 7[ of1] 1 |PENGAWAS KELISTRIKAN 71 1 2 [
Jabatan Kis (B (K [-/+
PENG. TRAS| UMUM 5 X 2 =1 ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN 7 1 1 0] PENGELOLA PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN B 212 0] 2 2 [+]
ANALIS BARANG MILIK NEGARA 7l 1] 1] o ENERGI
PENGELOLA KEPEGAWAIAN 6 1] 2] 4 PENGELOLA DATA s of 1] ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 71 1fa] o
PENGEMUDI 3 o 1| =
PETUGAS KEAMANAN 3 o 1] 4 1 3 2 34 1 KEPALA SEKSI KONSERVASI ENERGI |
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 6] 1 1] o E Kelas 9 ]
“« 8 4 [ KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN AIR TANAH 5| I
[ Kalos 9 =21 [KEPALA SEKSI KONSERVASI DAN PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA | —abatan ¥s[s I 7+
L Jumish | 1 L Kelas § | ANALIS KONSERVAS| ENERGI 7] _of 2 2
B K|+ Jabatan s {8 K |-/+ | PENGAWAS KONSERVAS! ENERGI 7] o 1 1
Eselon I 1] 3 fo ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH ol sk 3] o Jabatan kS |8 |k [-/+
aslon ANALIS RENCANA PRODUKS! DAN PEMANFAATAN
N ‘ ¢ MINERAL DAN BATUBARA b (s i B
Eselon V 1| 1o PENGELOLA DATA 6| 1| 1| o
ANALIS KONSERVASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN
4| 4o AR 7l 12| 4
I 21 | a4 |as 2 2 o0 0 2 3
Kurang a1 | 64 |23 24 2
. 5 s Ditetapkan di Tanjung Selor
Diundangkan di Tanjung S_telor pada tanggal 13 Desenb
- b - er ~
pada tanggal 13 Desenmber 2019 o 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
SEKRETARIS DAEKRAH PROVINAI KALIMANTAN UTARA,
ttd
IRIANTO LAMBRIE
S¥URI
74 4
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR .~



